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BUPATI OGAN ILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 avat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 104 awat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Gubernur/Bupati/'Walikota wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Ang garan
2022 kepada Dewan Perwakilan Rak;vat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) vang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a. merupakan
perwujudan dari Renc.ana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Semenuara
vang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama
DPRD pada tanggal 3 (tiga) bulan November Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Ang_garan
2022:

l{ndang-Undsmg Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Nerara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang, Nomor 37 Tahun 2003  tentang
Pembentukan  Kabupaten Opan Komering Ulu  Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan llir di Provinsi Sumatera Sclatan (l.embaran Hegara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamhahan lemharan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomnr 244, Tz imbhahan .emharan
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) schagaimana
telnh beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintathan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679},

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502)
schbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemecrintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 temtang Pengclolaan
Keuangan Badan layanan Umum (lemharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembariin Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemecerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai DPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerimahan (Lembaran HNegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Penwakilan Rakyat Daecrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

15. Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penvaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
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Pasal 1

Dalam Pematuran Daermah ind vang dimaksud dengan:

1. Pengelblian Keuangan dacrah adalah  keseluruhan Kegintan vang
mwelipuii perencanaan, peng ang gamn,  pelaksanaan,  penatausahaan,
oelapors .o, pertang gungiawaban dan pengawasan keuangan dacrah,

o]

Femernintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelengga.ma pemerintahan daerah.

(o]

9]
.

An ggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemervintah dacrah vang
dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta
ditetapkan den.ean Peraturan Daerah.

Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebawri petunjuk

arah tagi pemerintah daerah dalam penvusunan., pembahasan dan
penetapan APBD.

".

S. Kepala daerah adalah jcubermuw bagi daerah provinsi, bupati bagi
daerah kabupaten atau walikota tagi daerah kota.

6. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga penvakilan maky.at daerah vang berk eduduk an sebagai
unsur penyeleng gara pemerintahan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah.

Pasal 3
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.516.543.544.656, vang

bersumber dari :

a. Pendapatan asli;
h. Pendapatan transfier; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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Pasal 4

(1) Pendapatan asli dacrah schagnimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 182.036.868.327, yang terdiri atas;
a. Pajak Dacrah
b. Retribusi Dacrah
c. Hasil pengelolnan kekayaan dacrah yang di pisahkan
d. Lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah

(2) Pajak dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 122.850.000.000.

(3) Retribusi daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 14.228.534.000.

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncannkan sebesar
Rp. 3.945.467.761.

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan scbesar Rp. 41.012.866.565.

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagnimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 1.276.088.176.329, yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;

b. Pendapatan transfer antar dacrah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.204.602.299.919.

(3} Pendapatan transfer antar dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 71.485.876.410.

(2

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.418.500.000, yang terdiri
atas:

a. Pendapatan hibah;

b. Dana darurat;

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 0.

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
dircncanakan sebesar Rp. 0.

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp. 58.418.500.000.

Pasal 7

Anggaran belanja tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp. 1.515.043.544.656, yang terdiri atas:
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a. Belanja operasional
Belanja modal

¢. Belanja tidak terduga

d. Belanja transler

Pasal 8

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

(1 s j
huruf a direncanalk an scbesar Rp. 1.031.4490.099.822, yang terdiri atas:

(Lamard

a. Belanja pegawai

b. Belanja barang dan jasa
¢. Belanja bunga

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah dan

f. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp. 620.909.008.636.

(3) Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud pada ay
direncanakan sebesar Rp. 383.660.661.304.

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (
direncanakan sebesar Rp. 0.

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp. 2.221.600.000.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimak sud pada ayal
direncanak an sebesar Rp. 24.648.829.882,

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
direncanak an sebesars Rp. 0.

2 huruf a

—

at (1) huruf b

! 1) huruf ¢

—

5 huruf d

—

(1) huruf e

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 200.454.864.634, yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bengunan;
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi,
c. Belanja asct tetap lainnya;
f. Belanja aset lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 10.408.000.000.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.498.806.280.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 42.397.144.963.

{5) Belanja mwodal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf direncanakan sebesar Rp. 94.701.118.991.

(6) BFlanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf e
direncanakan scbesar Rp. 3.848.994.400.

(7) B-_:iania modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf [
direncanakan sebesar Rp. 600.000.000. :
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Pasal 10

dimaksud dalam pasal 7

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana ‘ ‘
0, yang terdiri atas Belan ja

h}lruf ¢ direncanakan schesar Rp.3.769.154.80
Tidak Terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaumana dim & d dalar'n'Pasa'l 7 huruf
d direncanakan scbesar Rp. 979 .379.425.400, yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan k evangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 13.707.853.400.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dim
b direncanakan scbesar Rp. 265.671.572.000

aksud pada ayat (1) huruf

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan scbesar

Rp. (1.500.000.000), yang terdiri atas:
a. Pencrimaan pembiayaan dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a direncanak.an sebesar Rp. 0, yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

b. Pencairan dana cadangan
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Penerimaan pinjaman dacrah

¢. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daeTah dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan keteltuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebclumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar
Rp. 0.

(3) P'encairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huTuf b
direncanakan sebesar Rp. 0.

4 I-{asi] penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0.

—

(1

(5) Penerimaan pimjannan duerah sebagaimana dimaks
: gaimana dimaksud pada ayat (1
huruf d direncanakan sebesar Rp. 0. ” Skt
(6) Pgnerimaan kembali pemberian daerah pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huTul e direncanakan sebesar Rp. 0.

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
p_crundung-undangan scbagaimana dimaksud pada ayal (1) Liuufl T
direncanakan sebesar Rp. 0. )
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Pasal 14

() Anggaran pengeluaran pembiayaan schagaimana dimaksud dalam Pa.sal
12 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000, yang terdin atas:

a. Pembentukan dama cadangan
b. Penyertaan modal dacrah
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
d. Pemberian pinjaman dacrah dan .
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai deng
perundang-undangan.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagai
huruf a direncanakan sebesar Rp. 0. .
(3) Penyertaan modal daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huru
direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000. '
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo soebagalmana
dimaksud pada ayat (1) hurufc difencanakan sebesar Rp. 0.
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 0.

i inny i ketentuan per
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesual dengan :
pertgmdang-ur?dangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 0.

an ketentuan peraturan

mana dimaksud pada ayal (1)

4

.

atu.an
(6 r

—

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah  mengakibatkan  terjadinya surplus/(defisit) sebesar
Rp. 1.500.000.000.
Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp. (1.500.000.000).

(1

~—

2

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan

peraturan kepala daerah, pemerintah dacrah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran

melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang

sclanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan

belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2022.

Keadaan darurat secbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa.

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau.

¢. Kerusakan sarana/prasafana yang dapat mengganggu Kkegiatan
pelayanan publik.

2

—

(3) Kepefluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pclayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib.
¢ Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah

dan tidak dapat diprediksikan scbelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau.
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Pasal 17

h sebagaimana
. upakan
piran Y= P Tlir

abupater 08"

i terdiri dari:

L.

10.

LI
12.
18,

16.
17.

diklasiﬁkasikan

unpiranl ' Ringk BD ya!g i
. gkasan Al R " belanja
menurut kelompok dan jenis pndapatan

dan pembiayaan,

Lampiran Ii . Ringkasan APBD }
urusan pemerintahan d

i ] rut

‘ang diklasmkasnkar_l glenu
aerah dan organisash
ahan

int
san pemern
uru e

Lampiran 11 . Rincian APBD menurut s
daerah, organisash penhpatan, belanj
yoR emerintahan
Lampiran IV : Rekapitulasi belan ja menurut urus&;{n Patan B
daerah, organisasi, p rogram dan kegl

beiat a keluaran,
erah untuk keselarasan dan
tahan daerah dan
keuangan

hasil dan sub kegiatan!
anja da ;
san pemernn
ka pengelolaan

. Rekapitulasi bel

kete rpaduan uru
fungsi dalam keraing

Lampiran V

negara; .
Lampiran VI - Rekapitulasi belan ja untuk pemenuhan SPM;
. Sinkronisasi  program pada RPJMD  dcngan

Lampiran VII
rancangan APBD;

. Sinkronisasi program. kegiatan dan sub kegiatan

Lampiran VIl
pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturarn
daerah tentang APBD;

Lampiran IX . Sinkronisasi program prioritas nasional dengan
program prioritas daerah;

Lanpiran X . Daftar jumlah pegawai per golongan dan per
jabatan;

Lampiran XI . Daftar rekapitulasi piutang daerah;

. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

: Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

: Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah dan aset lainnya,

Lampiran XV : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berikutnya;

Lampiran XVl ; Daftar dana cadangan;

Lampiran XII
Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XVIi Daftar pinjaman daerah.
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Pasal 18

Bupati menctapkan peratur

n
‘ pendapat?
dan Belanja Daerah schag o

an tentang Peniabaran Anggar
4 J 85 ATB.

alandasan operasional pelaksanaan

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan-

gundaﬂga 3

Agar i i < i
g Setiap orang mengetahuinya, memenntahl\ariem%amm paera b
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